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A. PENDAHULUAN
             Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara .Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat  politik yang dikenal dalam ilmu politik Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional  maupun nonkobstitusional..

Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

· politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles) 

· politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara 

· politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat 

· politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. 

Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuaaan politik , legitimasi, sistem politik, perilaku politik  partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.  Dalam banyak hal, idiologi orde baru adalah sesuatu yang tidak bisa di hindari ketika membahas eskalasi krisis ekologi Indonesia. Justifikasi tersebut dipengaruhi setidaknnya oleh wacana (discourses) yang berkembang dalam teori-teori sosial ekonomi modern pada masa itu (1960-an), yang sangat mempengaruhi idiologi pembangaunan Indonesia pada masa-masa awal pembangunan orde baru. 

Tiga teori sosial ekonomi yang sangat mempengaruhi pemikiran kaum ekonomi orde baru adalah hipotesa Lipset yang menyatakan bahwa demokrasi politik harus didahului oleh pembangunan ekonomi, hepotesa Daniel Bell yang menafikan idiologi lewat kemajuan tehnologi dan pembangunan ekonomi, kemudian hipotesa Samuel Huntington yang mengajukan argumen bahayannya mobilisasi sosial terkendali pada negara berkembang. Krisis ekologi pada masa orde baru pertama-tama dan terutama dimulai karena secara sadar telah mengabaikan dan meninggalkan dua paradigma yang lain yang sangat penting, yang menurut Arief Budiman : faktor keberlanjutan yang diabaikan dan ditinggalkan oleh rezim orde baru diawal-awal pembangunannya yaitu : keadilan sosial dan lingkungan hidup. Pada tahun 1971, cerama yang menjadi ancaman bagi keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup, disaat Presiden Soeharto mersesmikan Pasar Klewer di Solo menyatakan kita akan terus membangun dengan menggunakan dana-dana pinjaman asing. Ia pun menambahkan kita akan menjual kekayaan hutan di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua demi pertumbuhan ekonomi yang menopang pembangunan.

Holiganisme rezim ini kemudian memberikan konsesi hak penguasaan hutan (HPH) seluas 64 juta ha kepada 500-an pengusaha swasta asing dan nasional, tidak cukup hanya memberikan HPH, ia pun kemudian mengobral 30 juta ha kawasan hutan untuk dikonversi kepada ratusan perusahaan swasta nasional yang melibatkan para jendral dan konco-konconya, juga memberikannya pada perusahaan multinasional untuk dijadikan perkebunan-perkebunan besar, pertambangan dan lahan baru bagi pertanian monoculture. Praktek obral besar-besaran sumber daya alam Indonesia ini. Pada tahun 1999 berdampak pada akumulasi utang luar negri Indonesia mencapai USD 146,939 milyar dengan rincian berikut; 68,689 miliar USD utang pemerintah, 5,067 miliar USD utang BUMN dan 73,183 miliar USD utang perusahan-perusahaan swasta Indonesia, termasuk didalamnnya utang industri perkayuan dan perusahaan pemegang HPH. Yang menurut Human Development Indek (dalam UNDP 2002) – (kampas, 4 Juli 2001), Indonesia menduduki rengkin 110 atau posis yang merendahkan martabat Indonesia di Asia Tenggara.(DWM, J-KF) 

Orientasi mengejar fresh money bagi keperluan ambisi pembangunan itu, tidak hanya meninggalkan dan mewariskan jutaan milar utang luar negri yang harus dibayar oleh bangsa dan rakyat ini, carut marutnnya ekploitasi sumberdaya alam tersebut juga telah mempertontonkan pada kita betapa kerusakan telah berubah menjadi kutukan alam. 
Bencana strutural yang di sebabkan oleh tak terkendalinnya ekploitasi terhadap aset dan sumberdaya alam sebagai basis kehidupan rakyat, tidak hanya mengakibatkan terjadinya bencana kemanusian, kemiskinan strutural dan ketimpangan penguasaan di dalam kantong-kantong komunitas rakyat, lebih dahsyat lagi – dari ketimpangan tersebut telah memicu berbagai konflik sosial horizontal di lapisan masyarakat.

Konspirasi dan komposisi penghancuran sumber daya alam Indonesia ini, juga telah mengakibatkan laju kerusakan hutan (deforestasi) mendekati 2 juta ha pertahun (FWI, 2001), pada tahun 2000 pulau jawa saja telah kehilangan 350 ribu ha hutan produksi akibat monopoli lahan dan ekstraktif logging. Bahkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi, 2001) meramalkan hutan Indonesia akan habis dalam lima tahun mendatang apabila tidak ada langkah political will yang dilakukan. 

Ekologi 
Tidak semua negara di dunia ini bisa seberuntung Indonesia, dengan posisi geografisnya yang terletak di khatulistiwa, sehingga alamnya subur dan kaya, menyebabkan Indonesia dapat memiliki hutan yang sangat luas dengan keanekaragaman dan kekayaan ekosistemnya. Sayang sekali, negara yang mendapat julukan mega diodiversity ini, baru sadar ketika SDA-nya sudah diambang kehancuran. Walaupun kondisinnya demikian, semua sistem yang dikerahkan untuk menjawab tantangan lingkungan hidup, kemudian hanya merupakan agenda revisi yang mempertontonkan praktek pengelolaan sumberdaya alam masih penuh dengan penyimpangan.

Sejak krisis ekonomi melanda bangsa ini, perubahan-perubahan kearah pemenuhan basis produksi dan kedaulatan lingkungan di reduksi kedalam praktek ekonomi corporasi yang di back up oleh berbagai kebijakan yang mendukung privatisasi aset-aset alam.  Orientasi politik lingkungan setelah diterpa berbagai bencana structuraral ini, hanya menjadi sebuah artificial. Rancangan dan revisi berbagai undang-undang seperti RUU perkebunan, RRU air, dan RUU yang terkait dengan masa depan ekologi Indonesia, belumlah memperlihatkan sebuah upaya yang sangat radikal untuk menempatkan sumberdaya alam secara egaliter yang posisinnya berdiri sebagai subyek penunjang kehidupan.

 Ketimpangan Kebijakan dan Ekologi.

Ketimpangan yang terjadi di negara makmur seperti Indonesia tidak-lah disebabkan oleh kurangnya ketersedian aset alam, melaikan didasarai oleh kekeliruan penataan sumberdaya alam pada titik masalah sebagi berikut; (I) memperlakukan ekologi secara tidak adil dalam proses produksi; (ii) sumber daya alam dipandang sebagai komuditas ekonomi yang harus ditaklukan; (iii) orientasi pembangunan yang merubah kualitas hidup (quality of life) yang imbang menjadi standar hidup (standart of life) yang tinggi. Kenyataan tersebut begitu mempengaruhi terjadinnya proses perubahan heterogenitas tata alamiah ekologi kesuatu model pemaksaan lingkungan yang homogenistis, dan mengakibatkan hilangnnya fungsai sosial, ekonomi dan ekologis yang melekat pada pluralitas lingkungan.  Dengan menyisihkan fungsi simultan tersebut juga berimplikasi pada; pertama: hilangnnya fungsi ekologi sebagai fungsi sosial dan fungsi keragaman hayati, kedua: marjinalisasi dan penyingkiran akses rakyat terhadap sumberdaya alam sebagai basis dasar sumber-sumber penghidupan, ketiga : hancurnnya fungsi integral komunitas yang terkait dengan fungsi budaya ramah lingkungan 

Trasformasi Lingkungan.

Bagi politisi, gagasan penggunaan sumberdaya alam yang destruktif dapat menghancurkan ekosistim alam, sering tidak dapat di pahami. Apapun yang di teriakan oleh organisasi-organisasi gerakan lingkungan, maka politisi dan tehnokrat lebih suka menolak pembicaraan yang dianggap menghabat pertumbuhan ekonomi bahkan kritik tersebut sering kali dituduh sebagai gerakan menghambat pembangunan. Tukar pikir mengenai alternatif-alternatif penyelesaian krisis ekologi, memang bukalah pekerjaan mudah. Trasformasi lingkungan adalah sesuatu hal yang harus melibatkan banyak gerakan politik yang mengarahkan tuntutannya pada kemauan politik negara untuk mempercayai bahwa kerusakan lstruktur ekologi disebabkan oleh lemahnya kebijakan politik lingkungan Hal yang terpenting dalam penyelesaian dan pemulihan untuk mendapatkan situasi politik dan ekonomi yang memberikan keberlanjutan yang seimbang, diperlukan percepatan yang tidak mereduksi proses penyelesaian degradasi lingkungan dengan pendekatan yang konservasionis, dimana pemulihan ekologi semata-mata hanya dilihat sebagai bencana alam yang harus diselesaikan melalui program reboisasi, akan tetapi melihat persoalanya kedalam konteks yang lebih structural, dimana proses pemulihan lingkungan harus didekati melalui; (I) kemaun politik; (ii) daya ketegasan dan penegakan hukum (iii) perubahan dasar paradikma politik lingkungan; (iv) mengakui posisi komunitas local sebagai subyek yang memilki kearifan dalam proses pengelolan sumberdaya alam. 

Hubungan Ilmu Politik (Politics)  dengan Ilmu Lingkungan (Ecplogy)

	    Ranah Ilmu Politik/Pemerintahan
	Ranah Ilmu Lingkungan



	1 Ilmu politik (SDM)

1.1 Teori politik(filosofis )

1.2 Lembaga politik 

1.3 Partai dan Golongan 

1.4 Hubungan Internasional 

2 Masyarakat 

3 Kekuasaan 

4 Negara /Government

5 Tokoh dan pemikir ilmu politik 

5.1 Tokoh-tokoh politik 

5.2 Pemikir-pemikir politik 

5.2.1 Mancanegara 

5.2.2 Indonesia

	1 Ilmu Lingkungan (SDA/SDM)
1.1 Teori Lingkungan (Ekologis dan Antropocentris)

1.2 Lembaga Lingkungan Hidup

1.3Partai dan Golongan (Green Party)

1.4 Politik dan Lingkungan Globall
2  Hak-Hak Politik Masyarakat 

4 Negara 

5 Tokoh dan pemikir ilmu politik
5.1 Tokoh-Tokoh Lingkungan
5.2.pemikir-Pemikir Lingkungan
5.2.1 Mancanegara 

5.2.2 Indonesia


	 Ilmu politik
Evolusi  Ilmu Politik (konsentris)


	Evolusi Ilmu Lingkungan

	1. Psikologi Politik

2. Sosiologi Politik

3. Sejarah politik

4. Ekonomi politik

5. Antropologi Politik

6. Geopolitik

7. Biologi Politik 

	1. Sosiologi Lingkungan

2. Eco Theologis 

3. Kebijakan Lingkungan 

4. Hukum Lingkungan

5. Teknologi Lingkungan

6. Kesehatan Lingkungan

7. Biologi Lingkungan

8. Ekonomi  Lingkungan

9. POLITIK LINGKUNGAN ?




Teori politik
Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Bahasan dalam Teori Politik antara lain adalah filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik, dsb.Terdapat banyak sekali sistem politik yang dikembangkan oleh negara negara di dunia antara lain: anarkisme,autoritarian, demokrasi, diktatorisme, fasisme, federalisme, feminisme, fundamentalisme keagamaan, globalisme, imperialisme, kapitalisme, komunisme, liberalisme, libertarianisme, marxisme, meritokrasi, monarki, nasionalisme, rasisme, sosialisme, theokrasi, totaliterisme, oligarki dsb. Segenap teori tersebut amat  erat kaitannya dengan aspek hak-hak asasi manusia bebas dari tekanan, kemiskinan, kebodohan dan hak atas lingkungan hidup yang nyaman dan aman.
Lembaga politik
Secara awam berarti suatu organisasi, tetapi lembaga bisa juga merupakan suatu kebiasaan atau perilaku yang terpola. Perkawinan adalah lembaga sosial, baik yang diakui oleh negara lewat KUA atau Catatan Sipil di Indonesia maupun yang diakui oleh masyarakat saja tanpa pengakuan negara. Dalam konteks ini suatu organisasi juga adalah suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama, organisasi bisa formal maupun informal. Lembaga politik adalah perilaku politik yang terpola dalam bidang politik.

Pemilihan pejabat, yakni proses penentuan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu dan kemudian menjalankan fungsi tertentu (sering sebagai pemimpin dalam suatu bidang/masyarakat tertentu) adalah lembaga demokrasi. Bukan lembaga pemilihan umumnya (atau sekarang KPU-nya) melainkan seluruh perilaku yang terpola dalam kita mencari dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun wakil kita untuk duduk di parlemen.

Persoalan utama dalam negara yang tengah melalui proses transisi menuju demokrasi seperti indonesia saat ini adalah pelembagaan demokrasi. Yaitu bagaimana menjadikan perilaku pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang banyak bisa berjalan sesuai dengan norma-norma demokrasi, umumnya yang harus diatasi adalah merobah lembaga feodalistik (perilaku yang terpola secara feodal, bahwa ada kedudukan pasti bagi orang-orang berdasarkan kelahiran atau profesi sebagai bangsawan politik dan yang lain sebagai rakyat biasa) menjadi lembaga yang terbuka dan mencerminkan keinginan orang banyak untuk mendapatkan kesejahteraan.

Untuk melembagakan demokrasi diperlukan hukum dan perundang-undangan dan perangkat struktural yang akan terus mendorong terpolanya perilaku demokratis sampai bisa menjadi pandangan hidup. Karena diyakini bahwa dengan demikian kesejahteraan yang sesungguhnya baru bisa dicapai, saat tiap individu terlindungi hak-haknya bahkan dibantu oleh negara untuk bisa teraktualisasikan, saat tiap individu berhubungan dengan individu lain sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

Partai dan Golongan

Peran dan fungsi kontrol dalam proses kebijakan publik, pendidikan publik  dan sosialisasi politik dalam berbagai bentuk dan tujuan sebagai  kelompok penekan, keleompok berpengaruh dan kelompok kepentingan tertentu.

Hubungan Internasional
Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional adalah hubungan antar negara, namun dalam perkembangan konsep ini bergeser untuk mencakup semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara. Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional diperankan hanya oleh para diplomat (dan mata-mata) selain tentara dalam medan peperangan. Sedangkan dalam konsep baru hubungan internasional, berbagai organisasi internasional, perusahaan, organisasi nirlaba, bahkan perorangan bisa menjadi aktor yang berperan penting dalam politik internasional.

Peran perusahaan multinasional seperti Monsanto dalam WTO (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia) misalnya mungkin jauh lebih besar dari peran Republik Indonesia. Transparancy International laporan indeks persepsi korupsi-nya di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar.

Persatuan Bangsa Bangsa atau PBB merupakan organisasi internasional terpenting, karena hampir seluruh negara di dunia menjadi anggotanya. Dalam periode perang dingin PBB harus mencerminkan realitas politik bipolar sehingga sering tidak bisa membuat keputusan efektif, setelah berakhirnya perang dingin dan realitas politik cenderung menjadi unipolar dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan Hiper Power, PBB menjadi relatif lebih efektif untuk melegitimasi suatu tindakan internasional sebagai tindakan multilateral dan bukan tindakan unilateral atau sepihak. Upaya AS untuk mendapatkan dukungan atas inisiatifnya menyerbu Irak dengan melibatkan PBB, merupakan bukti diperlukannya legitimasi multilateralisme yang dilakukan lewat PBB.

Untuk mengatasi berbagai konflik bersenjata yang kerap meletus dengan cepat di berbagai belahan dunia misalnya, saat ini sudah ada usulan untuk membuat pasukan perdamaian dunia (peace keeping force) yang bersifat tetap dan berada di bawah komando PBB. Hal ini diharapkan bisa mempercepat reaksi PBB dalam mengatasi berbagai konflik bersenjata. Saat misalnya PBB telah memiliki semacam polisi tetap yang setiap saat bisa dikerahkan oleh Sekertaris Jendral PBB untuk beroperasi di daerah operasi PBB. Polisi PBB ini yang menjadi Civpol (Civilian Police/polisi sipil) pertama saat Timor Timur lepas dari Republik Indonesia.

Hubungan internasional telah bergeser jauh dari dunia eksklusif para diplomat dengan segala protokol dan keteraturannya, ke arah kerumitan dengan kemungkinan setiap orang bisa menjadi aktor dan mempengaruhi jalannya politik baik di tingkat global maupun lokal. Pada sisi lain juga terlihat kemungkinan munculnya pemerintahan dunia dalam bentuk PBB, yang mengarahkan pada keteraturan suatu negara (konfederasi?).

Masyarakat
adalah sekumpulan orang orang yang mendiami wilayah suatu negara.

Kekuasaan
Dalam teori politik menunjuk pada kemampuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Max Weber menuliskan adanya tiga sumber kekuasaan: pertama dari perundangundangan yakni kewenangan; kedua, dari kekerasan seperti penguasaan senjata; ketiga, dari karisma.

Negara
negara merupakan suatu kawasan teritorial yang didalamnya terdapat sejumlah penduduk yang mendiaminya, dan memiliki kedaulatan untuk menjalankan pemerintahan, dan keberadaannya diakui oleh negara lain. ketentuan yang tersebut diatas merupakan syarat berdirinya suatu negara menurut konferensi Montevideo pada tahun 1933

Tokoh dan pemikir ilmu politik
Tokoh-tokoh politik
Pemikir-pemikir politik
Mancanegara
Tokoh tokoh pemikir Ilmu Politik dari kalangan teoris klasik, modern maupun kontempoter antara lain adalah: Aristoteles, Adam Smith, Cicero, Friedrich Engels, Immanuel Kant, John Locke, Karl Marx, Lenin, Martin Luther, Max Weber, Nicolo Machiavelli, Rousseau, Samuel P Huntington, Thomas Hobbes, Antonio Gramsci, Harold Crouch, Douglas E Ramage. Tokoh-tokoh pemikir ilmu Lingkungan banyak lahir di Canada, USA dan German. Antara lain larry Canter, Leopold, F.Drunk
 Indonesia
Beberapa tokoh pemikir dan penulis materi Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Indonesia adalah: Miriam Budiharjo,Amin Rais, Yahya Muhaiman, Salim Said dan Ramlan Surbakti. Sedang tokoh lingkungan di Indonesia antara lain Otto Soemarwotto, Emil salim, F.Gunarwan, Kusnadhi Haja Sumantri
B
MAFAAT MATA KULIAH

Pengkajian  Politik Lingkungan menjadi  penting artinya bagi kalangan akademis, para aktor-aktor politik dan pelaku kebijakan  dalam   memahami segenap unsur penyelenggaraan negara baik  dari dimensi konsep teoritis , paradigmatis dan praktis.  Setiap sistem politik yang menganut  faham  demokrasi  senantiasa dihadapkan persoalan tentang  bagaimana merumuskan  dan  mengimplementasikan kebijakan  publik (public policy) yang acceptable dan accountable, utamanya  bagi rakyatnya.  Oleh karena itu dalam konteks mewujudkan konsep, dan implementasi kebijaksanaaan (wisdom), pembangunan linkungan hidup dan sumberdaya alam (SDA) yang  berwawasan lingkungan yang berkelanjutan - maka pemahaman tentang  Politik Lingkungan sebagai matakuliah baru pada jurusan ilmu pemerintahan (JIP) FISIP UNDIP menjadi amat penting artinya  baik bai para dosen dan mahasiswa. Adapun materi kajian dan pusat perhatian  politik lmeliputi variabel  nilai-nilai kebebasan,hal asasi, hukum, ekonomi, legitimasi, kekuasaan, norma-etika,  keadilan,  kultur, struktur politik  dan administrasi menjadi aspek yang penting dipahami sebagai proses dinamik. Sedang aspek lingkungan meliputi pengelolaan SDA, tata ruamg,  Proses  korelasi antar a politik dan lingkungan itu senaniasa  bergerak dinamis dari tataran struktural, kultural dan nstitusional  dalam kehidupan negara, organisasi sosial, korporasi inisiasi  yang kesemuanya akan mempengaruhi atau berdapak pada  kinerja kualitas hidup  dan kehidupan   dalam menjamin kelangsungan serta  stabilitas  Sistem Politik Indonesia.  

Oleh karena itu, walaupun materi kontrak perkuliahan ini  disadari belum  sempurna  maka sikap ptimistis serayamelakukan peninjauan kurikulum secara intensif, maka kami tetap berharap bahwa  dengan memahami  Mata kuliah POLITIK LINGKUNGAN secara benar maka  akan diperoleh  manfaat  baik  secara teoritis maupun praktis dalam upaya memahami keterkaitan antara ilmu politik –lingkungan dengan ilmu-ilmu lainnya, utamanya  hukum, ekonomi , kebijakan publik  sebagai bagian elemen di dalam wilayah pebelajaran ilmu politik lingkungan. Setidaknya, mahasiswa memilki  kerangka  konseptual untuk menganalisis isu dan permasalahan lingkungan  kaitannya dengan proses kehidupan  politik lingkungan global, regional dan lokal .
Dengan demikian mahasiwa   mampu memahami, menjelaskan, membandingkan dan menganalisis  isu dan masalah lingkungan hdup dengan menggunakan model pendekatan analisis tertentu yang  relevan dengan variabel-variabel politik lingkungan dalam   dinamika proses kerjanya  sistem politik , birokrasi dan administrasi negara Indonesia, dunia susaha serta ormas, orpol  yang  kesemuanya  dapat mempengaruhi    kondisi lingkungan hidup. Demikian pula, mahasiswa akan dapat menjelaskan dan memberikan prediksi dan contoh khasus  implikasi kebijakan pengelolaan SDA/LH  dengan menelaah  segenap elemen-elemen sistem politik baik strukur, kultur dan instrumen  birokrasi . Karena itu bagi dosen , mahasiswa dan siapapun yang interest sebagai pemerhati, peneliti  dan pengabdi/relawan yang bertalian dengan  Politik Lingkungan akan semakin memperkaya khasanah ilmu politik linkungan , khusunya di Indonsia. Hal ini mengingat bahwa pembelajaran politik dan lingkungan di Indonesia  tertinggal jauh dengan negara-negara kapitalis bahkan negara sosialis seperti USSR sejah tahun 1993 telah memeliki suatu perguruan Tinggi Politik dan Lingkungan. Sementara di indonesia masih terbatas pada pembelajaran dasar-dasar politik lingkungan.
II.  
   DESKRIPSI  MATERI PERKULIAHAN 

1. Pemahan tentang wilayah kajian (subject matter and focus of interest)  Politik Lingkungan  mencakup  pembahasan tentang konsep, definsi, paradigma serta keterkaitan ilmu politik lingkungan dengan ilmu-ilmu lainnya(eksak dan non eksak)  
2. Pokok Bahasan yang terkait dengan dinamimaka proses politik Indonesia juga akan dibicarakan     tentang karakteristik Struktur Politik Indonesia, yang mencakup Infrastruktur Politik dan Suprastruktur Politik. Pembahasan mengenai Infrastruktur Politik meliputi pelbagai fungsi dari pelbagai sub-struktur dalam Infrastruktur, pelbagai Sistem Infrastruktur seperti Sistem Partai, Sistem Kelompok Kepentingan, Sistem Media Massa. Pembahasan tentang Suprastruktur meliputi fungsi dari lembaga-lembaga Legislatif , Eksekutif dan Yudikatif. Dibahas pula sistem interaksi antar lembaga-lembaga itu yang terkait dengan dinamika dan  perkembangan sistem Politik dalam kontek lokal, regional dan Internasional. Semua pembahasan diatas dilakukan dengan analisa baik yang bersifat empirik maupun didasarkan atas proposisi teoritik normatif.

	Yang terutama memperoleh tekanan pada pembahasan-pembahasan matakuliah POLITIK LINGKUNGAN  adalah bagaimana interaksi antar berbagai elemen sistem ( variable) di dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan publik yang menuju terbentuknya public policy. Secara diskriptif, eksplanatif dan evaluatif  di bahas berbagai konsep sistem, issue, problem, gaya, konflik yang terjadi di dalam interaksi itu dan  implikasinya  terhadap stabilitas sistem politik dan efisiensi pada pengambilan kebijakan publik.


III.
TUJUAN PEMBELAJARAN

         3.1. Tujuan Instruksional Umum

Dengan bahasan-bahasan teoritik, normatif dan empirik diharapkan mahasiswa dapat memahami dan  mengerti  tentang interaksi pelbagai variabel politik dan variabell lingkungan yang bertalian dengan  wilayah pembelajaran  Politik Lingkungan, termasuk kekuatan-kekuatan sosial politik dalam rangka proses pengambilan keputusan politik dan publik di Indonesia.

3.2. Tujuan Instruksional Khusus

Adapun tujuan khusus pembelajaran  dan Politik Lingkungan adalah , setelah mahasiswa selesai mengikuti kuliah mereka dapat:

1. Menjelaskan esensi  konsep  politik - lingkungan baik dari dimensi wilayah kajian (subject matter), pusat perhatian (focus of interest), definisi i  paradigma,  kebijakan  dan sistem politik dan birokrasi .

2. Menjelaskan hubungan ilmu politik dengan ilmu  ekologi serta  kaitannya dengan ilmu-lmu lain,utamanya  ilmu theologi.  hukum, ekonomi/managemen, sosial budaya dan  organisasi 

3. Menjelaskan  kaitan antara tataran  teori, konsep dan praktek perencanaan, prumusan dan eksekusi  kebijakan publik  dalam proses pengamblan keputusan Politik

4. Menjelaskan peran dan fungsi organisasi  pemerintah, swasta, dan  orsos, orpol sturktur, fungsi dan peran  supra dan infra struktur  politik Indonesia dari  periodisasi tertentu.

5. Menjelaskan model-model pendekatan analisa  Politik Lingkungan, seperti demokrasi, partisipasi 

6. Menjelaskan  pengaruh kebijakan politik lingkungan global, regional, nasional dan  lokal  relevansinya dengan politik konservasi,   dinamika proses politik dalam kerangka proses kebijakan  publik

7. Menjelasakan perbedaan serta  menganalisis kondisi sistem politik Indenisia baik secara deskriptif dan preskriptif . pengelolaan Sda (Bloc Cepu)
8. Menjelasakan fenomena dan fakta yang timbul  dari sebuah kebijakan politik  dalam  kehidupan politik Indonesia yang sedang berlangsung.

9. Menjelaskan peran admiistrasi publik dalam memberikan kontribusi  pembentukan kebijakan publik di Indonesia kaitannya dengan perspektif  pembangunan sistem Politik  Indonesia masa depan

10. Menjelaskan Kinerja dan Preskripsi (prospek)   Sitem Politik Indonesia  Dalam perspektif   lokal, regional dan Global.

IV. ORGANISASI MATERI
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V.
STRATEGI PERKULIAHAN DAN PENUGASAN

Prosedur perkuliahan dimulai dengan kuliah dari dosen untuk kemudian diikuti dengan dialog dan  diskusi. Bila materi kuliah dinilai cukup dapat dicerna oleh para mahasiswa (yang biasanya lulusan dari pelbagai fakultas) secara langsung maka diskusi dapat langsung diadakan dengan topik yang ditetapkan. Bila tidak, mahasiswa diberi tugas  dulu untuk mempelajari buku tertentu, agar diskusi lebih efisien. Karena itu, penugasan seperti membaca buku, membuat paper selain dapat menjelaskan, menganalisis, mengkritik dan lain sebagainya juga dapat dimaksudkan untuk memperlancar diskusi di kelas, baik diskusi dengan dosen atau dalam kelompok.

Karena itu mahasiswa diwajibkan :

1. Mengikuti kulaih secara teratur

2. Mengikuti diskusi, baik diskusi kelas maupun diskusi kelompok secara aktif.

3. Menyelesaikan penugasan  (take home) pada batas waktu yang telah ditetapkan.
4. Melakukan presentasi makalah yang diwajibkan di depan kelas atau kelompok
5. Melakukan Simulasi kajian lapangan (studi Khasus)
VI. PENILAIAN

1.  Pembuatan  take home, makalah, abstraksi literatur dan presentasi makalah : 85%

2. Mengikuti Kuliah dan diskusi : 15%

3. Kriteria penilaian

	A

AB

B

BC

C

CD

D

E


	>=

<=
	80

75-79

70-74

65-69

60-65

55-59

50-54

49


VII. POKOK BAHASAN DAN JADUAL PERKULIAHAN

	NO
	POKOK BAHASAN


	KULIAH

KE
	 SUB POKOK BAHASAN
	BACAAN

	II
	RUANG LINGKUP, PUSAT PERHATIAN  POLITIK LINGKUNGAN

1.TIU:
2.TIK:
	1
	a. Kontrak Perkuliahan Penampaian SAP dan 
b. Kerangka pikir cakupan perkuliahan Poling
a. Wilayah kajian Politik Lingkungan
	

	III
	KETERKAITAN  DENGAN ILMU-ILMU LAIN
1.TIU:

2.TIK:
	2
	a. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Lingkungan
b. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu   Hukum
c. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu   Sosiologi
d. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu  Biologi
e. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu   Teknik

f. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu   kesehatan
	Environmental Science
 Chapter 8 dan 9

	IIII
	TEORI, KONSEP, PARADIGMA DAN APLIKASI
1.TIU:

2.TIK:
	3
	a. Ekologi manusia
b. Sustainable Development
c. Lingkungan Hidup dan pembangunan
d. Atur Diri
e. Sistem Politik Indonesia 
	

	IIV
	NORMA DAN ETIKA POLITIK LINGKUNGAN
1.TIU:

2.TIK:
	4
	a. Etika Politik
b. Karakteristik Budaya Politik  
c. Etika kebijakan

d. Etika pemerintahan
	V.Magnis Suseno


	V
	PERAN DAN FUNGSI INSTITUSI  SOSIAL, KELOMPOK KEPENTINGAN DAN LEGISLATIF 
1.TIU:

2.TIK:
	5
	a. Kelompok kepentingan
b.  Pendekatan Pembuatan Keputusan

c. Sumberdaya Politik yang bersifat menentukan di Dalam Pembuatan Keputusan

d. Lembaga-Lembaga Pembuatan Keputusan


	

	VI
	KEBIJAKAN LINGKUNGAN
1.TIU:

2.TIK:
	6
	a. Konsep Demokrasi

b. Demokrasi Era Parlementer

c. Demokrasi Era Presidensiil

d. Demokrasi Era  Reformasi
	

	VII
	REGULASI LINGKUNGAN HIDUP
1.TIU:

2.TIK:
	7
	a. Kelembagaan Suprastruktur

b.  Perimbangan Fungsi dan  

     peran Suprastruktur

e. Kelembagaan 

Infrastruktur

f. Fungsi dan Peran  

Infrastruktur
	

	
	SEMINAR  STUDI KHASUS
	
	
	

	VII
	ISU-ISU DAN MASALAH POLITIK LINGKUNGAN
1.TIU:

2.TIK:
	8-9
	a. Benda-Benda Publik

b. Teori Benda Publik

c.  Penggunaan Benda Publik 

d. Output Kebijakan Publik Outcomes Kebijakan Publik 

e. Produktivitas Kebijakan Publik

f. Strategi Kebijakan Publik
	

	VIII
	KRISIS EKOLOGI DAN SUMBERDAYA ALAM
1.TIU:


2.TIK:
	10
	a. Proses Politik dan pemerintahan

b. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
	

	iIX
	P
1.TIU:

2.TIK:
	11
	a. Pembangunan Politik di Indonesia

b. Rekrutmen Politik di Indonesia

c. Kelembagaab Kepartaian

d. Sistem Pemilu di Indonesia
	

	IX
	BIROKRASI SISTEM ADMINISTRASI IND

1.TIU:

2.TIK:
	12
	a. Birokrasi dan Kepemimpinan Politik

b. Pengorganisasian Alat-Alat Kekuasaan

c. Sistem Adm Negara Indonesia
	

	X
	KEPUTUSAN POLITIK DAN PUBLIC SERVICE

1.TIU:

2.TIK:
	13
	a. Konsep Keputusan Politik

b.  Kualitas  Pelayanan

c. Standard pelayanan

d. Sikap Publik Terhadap

        Kebijakan.


	

	XI
	KINERJA  DAN PRESKRIPSI POLITIK LINGKUNGAN

1.TIU:

2.TIK:
	14-15
	e. Analisis POLITIK LINGKUNGAN 

f. Prospek POLITIK LINGKUNGAN

g. Problem Pengembangan

      POLITIK LINGKUNGAN
	





VIII. REFERENSI (Wajib, Anjuran dan Pendukung
A. Buku Wajib 

2. Buku Anjuran (Terjemahan)
ENVIRONMENTAL ISSUES

Daftar buku berikut ini disusun berdasarkan subjek "Environmental Issues," anda juga dapat menelusur berdasarkan judul, pengarang, dan judul asli. Buku terjemahan dalam subjek-subjek lain yang tersedia:

BUMI DALAM KESEIMBANGAN: EKOLOGI DAN SEMANGAT MANUSIA 
(Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit) 
by Al Gore 
Yayasan Obor Indonesia: November 1994
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Parahnya krisis lingkungan memerlukan tanggapan yang berani dan berwawasan luas. Buku ini wajib bagi mereka yang mempunyai visi untuk mengembalikan keseimbangan bumi.

KEBIJAKAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA BAGI EKONOMI DUNIA
(Environment and Resources Policies for the World Economy)
by Richard N. Cooper
P.T. Remaja Rosdakarya: March 1997
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Dalam buku tentang hubungan antara isu lingkungan, perdagangan, dan isu-isu lain, penulis menggunakan kecakapannya untuk membedah suatu persoalan kebijakan publik yang rumit. Hasilnya adalah sebuah buku yang tidak boleh diabaikan oleh siapa saja.

LANGKAH-LANGKAH HIJAU
(Green Means: Living Gently with the Planet)
by Aubrey Wallace
Yayasan Obor Indonesia: June 1997
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Buku ini menyajikan 20 cerita sukses para aktivis lingkungan lokal Amerika Serikat: apa yang telah mereka lakukan, bagaimana mereka melakukannya, serta mengapa mereka berhasil. Kisah-kisah itu membentuk sejarah yang tengah berlangsung dalam kehidupan Amerika masa kini -- bacaan wajib bagi kaum optimis. 

MENGUBAH HALUAN: PANDANGAN BISNIS DUNIA TENTANG PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN 
(Changing Course: A Global Business Perspective on Development and the Environment) 
by Stephan Schmidheiny 
ITB Press: April 1995 
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Pengarang menyajikan suatu analisis luas mengenai bagaimana kalangan bisnis dapat menyesuaikan diri dan menyumbang pada tujuan penting pembangunan berkelanjutan -- yang menggabungkan perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi.

PERAN PARADIGMA DALAM REVOLUSI SAINS 
(The Structure of Scientific Revolutions) 
by Thomas S. Kuhn 
Remaja Rosdakarya: January 1990 
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Revolusi adalah proses menjebol tatanan lama sampai ke akar-akarnya, kemudian menggantinya dengan tatanan yang baru sama sekali. Begitu pula revolusi sains yang diuraikan dalam buku ini. Atau, menurut penulis, revolusi sains muncul jika paradigma yang lama mengalami krisis sehingga akhirnya orang mencampakkannya dan merangkul paradigma yang baru.

PERUBAHAN ATMOSFER: SEBUAH TANTANGAN GLOBAL
(The Changing Atmosphere: A Global Challenge)
by John Firor
P.T. Rosda Jayaputra: September 1995
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Suatu pengantar yang berguna dan cermat mengenai tiga isu pengetahuan atmosfer dan lingkungan masa kini: hujan asam, penyusutan ozon dan perubahan cuaca, Perubahan Atmosfer adalah buku yang informatif dan layak dibaca oleh pembaca terpelajar maupun kalangan umum. 

REVOLUSI HIJAU: SEBUAH TINJAUAN HISTORIS KRITIS GERAKAN LINGKUNGAN HIDUP
(The Green Revolution: Environmental Movement 1962-1992)
by Kirkpatrick Sale
Yayasan Obor Indonesia: July 1996
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Sejarah sekaligus suatu kritik terhadap environmentalisme modern. Ini benar-benar buku pertama mengenai politik lingkungan saat ini. Dukungannya terhadap masalah lingkungan mengharukan namun analisisnya provokatif . 

SATU BUMI, SATU MASA DEPAN: PERUBAHAN LINGKUNGAN GLOBAL KITA 
(One Earth, One Future: Our Changing Global Environment) 
by Cheryl Simon Silver and Ruth S. DeFries 
Remaja Rosdakarya: August 1992 
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Buku yang mudah dibaca guna membantu mereka yang ingin memahami ilmu pengetahuan dasar di baik masalah lingkungan global dan implikasi kebijakan yang merupakan bagian dari upaya mencari penyelesaiannya. 

Kaitan Politik, Ilmu Pengetahuan dan Lingkungan  
Siapa bilang ilmu pengetahuan tidak ada hubungannya dengan politik? Lord May, Presiden Royal Society menganalisis betapa lingkungan sekitar, ilmu pengetahuan, hingga apa yang kita makan, ikut mempengaruhi keputusan para ahli politik. Yang pasti, situasi dunia hari ini sangat berbeda dengan dunia 50 tahun yang lalu. Misalnya saja soal usia harapan hidup manusia, tahun 1950-an, harapan hidup manusia bumi hanya 46 tahun, tapi kini 64 tahun. Sekarang kita punya lebih banyak persediaan makanan, komunikasi yang lebih cepat, murah dan mudah. Semua itu adalah hasil aplikasi ilmu pengetahuan yang berkembang pesat dalam 50 tahun terakhir. Dan kemajuan itu masih terus berlangsung. Namun, makin kita masuk milennium anyar, makin kita jumpai bahwa kemajuan ilmu pengetahuan menghasilkan sejumlah konsekuensi, seperti perubahan iklim, kerusakan alam, dan ledakan populasi manusia. Tak heran jika manusia mulai khawatir ikhwal munculnya teknologi terobosan seperti rekayasa genetika, klona, serta isu seputar etika riset stem cell.

Latar Belakang


“Menteri-menteri dan kalangan pejabat sangat jarang yang berlatar belakang pendidikan sains. Maka mereka harus mempekerjakan ilmuwan atau pakar di bidang sains. Mayoritas politikus berlatar pendidikan bisnis, ekonomi, atau politik dan sosial,” ungkap Lord May dalam tulisannya di BBC News Online. Di negara maju seperti Inggris, keputusan politik tak bisa lepas dari peran ilmuwan. Sebut saja kasus penyakit sapi gila yang memerlukan banyak masukan dari ilmuwan dan pakar kesehatan. Namun, itu pun masih sempat memicu problem karena awalnya ilmuwan mengatakan bahwa wabah sapi gila tidak akan menjangkiti manusia. Faktanya pada 1995, ada orang Inggris meninggal akibat terserang bentukan baru sapi gila yang menular ke manusia. Setelah disinyalir, kasus tersebut terkait dengan daging sapi yang terkontaminasi sapi gila. Profesor Sir John Krebs, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Food Standards Agency, semacam Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sana, meyakini bahwa krisis sapi gila yang melanda negeri itu patut dijadikan pelajaran berharga. “Baik politikus maupun ilmuwan tidak layak berpromosi yang baik-baik saja. Tidak dapat disangkal bahwa politikus ingin agar suasana membaik, dan kadang ilmuwan diajak untuk mendukung kebijakan mereka.” 
Dan kondisi ini kerap kali memicu masalah keruh. Kebijakan yang diambil politikus seringkali melibatkan risiko. Ditambah lagi dengan pemberitaan media yang kerap tidak proporsional. Sebut saja kasus terkiri tentang temuan House of Commons Science and Technology Committee tentang lasifikasi obat-obatan. Ada perbedaan pendapat antara politikus sendiri dengan ahli medis, sehingga kadang publik sulit menentukan sikap. Bukan hal asing dijumpai aturan yang ada berlawanan dengan hasil temuan ilmuwan atau sebaliknya. Semua akhirnya berujung pada masalah etika yang didasari agama dan kepercayaan. 
Isu perubahan iklim, misalnya, oleh para pemegang teguh aliran fundamental agama diyakini sebagai tanda-tanda kiamat. Para pecinta lingkungan mengklaimnya sebagai kerusakan alam yang dipicu oleh industri tanpa kendali. Para politikus memikirkan bagaimana mencari sumber energi yang ramah lingkungan dengan menetapkan energi nuklir sebagai pilihan, menggodok aturannya, dan sebagainya. n

Terjadinya kerusakan lingkungan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, lebih disebabkan masih lemahnya penegakan hukum dibidang lingkungan. Bahkan, beberapa kasus yang benar-benar merusak lingkungan pun kadang luput dari jeratan hukum.

Perkembangan Ilmu Manajemen 
Pada perkembangan peradaban manusia, ilmu terbagi dalam tiga kelompok

besar, yaitu : 

1. Ilmu yang mempelajari setiap/seluruh gejala, bentuk dan eksistensinya yang 

erat hubungannya dengan alam beserta isinya dan secara universal mempunyai

sifat yang pasti dan sarana serta tidak dipisahkan oleh ruang dan waktu, disebut 

ilmu eksakta, contoh : fisika, kimia dan biologi.

2. Ilmu yang mempelajari seluruh gejala manusia dan eksistensinya dalam 

hubungannya pada setiap aspek kehidupan yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat dinamakan ilmu sosial/non eksakta, misalnya : ekonomi, politik,

psikologi, sosial, hukum, administrasi dan lain-lain.

3. Ilmu humaniora, kumpulan pengetahuan yang erat hubungannya dengan seni,

misalnya : seni tari, seni lukis, seni sastra dan seni suara. Ilmu manajemen

merupakan salah satu disiplin ilmu sosial. 

Pada tahun 1886 Frederick Winslow Taylor melakukan suatu percobaan time

and motion study dengan teorinya ban berjalan. Dari sini lahirlah konsep teori

efisiensi dan efektivitas. Kemudian Taylor menulis buku berjudul The Principle of

Scientific  (1911) yang merupakan awal dari lahirnya manajemen 

sebagai ilmu.

Di samping itu ilmu manajemen sebagai ilmu pengetahuan mempunyai ciri-

ciri sebagai berikut : 

1. Adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas dua orang

atau lebih. 

2. Adanya kerjasama dari kelompok tersebut. 

3. Adanya kegiatan /proses /usaha 

4. Adanya tujuan 

Selanjutnya ilmu manajemen merupakan kumpulan disiplin ilmu sosial yang 

mempelajari dan melihat manajemen sebagai fenomena dari masyarakat modern.

Dimana fenomena masyarakat modern itu merupakan gejala sosial yang membawa 

perubahan terhadap organisasi.

Ada beberapa adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan suatu 

organisasi, yaitu :

1. Tekanan pemilik perusahaan

2. Kemajuan teknologi

3. Saingan baru

4. Tuntutan masyarakat 

5. Kebijaksanaan pemerintah 

6. Pengaruh dunia Internasional

Pada kenyataanya manajemen sulit didefenisikan karena tidak ada defenisi

manajemen yang diterima secara universal. Mary Parker Follet mendefinisikan 



KELEMBAGAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Sejarah dan Latar Belakang 

Pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup di Indonesia relatif belum lama dan baru dirintis menjelang Pelita III. Namun demikian, dalam waktu yang pendek itu Indonesia telah banyak berbuat untuk mulai mengelola lingkungan hidupnya. Hasil utama pengembangan lingkungan hidup ini nampak pada munculnya kesadaran dan kepedulian di kalangan masyarakat. Antara lain nampak dalam peningkatan upaya swadaya masyarakat seperti tercermin dalam kegiatan nyata dan keterlibatan masyarakat umum dalam memecahkan masalah pencemaran di daerah. Padahal, 20 tahun sebelumnya, istilah lingkungan hidup itu sendiri belum begitu dikenal. Konsep dan kebijakan lingkungan hidup selama Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Pertama mengalami perkembangan yang sangat berarti. Selama Pelita III bidang lingkungan hidup ditangani oleh Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Men-PPLH) dengan prioritas pada peletakan dasar-dasar kebijaksanaan “membangun tanpa merusak”, dengan tujuan agar lingkungan dan pembangunan tidak saling dipertentangkan. 

Pada Pelita IV, bidang lingkungan hidup berada di bawah Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Men-KLH), dengan prioritas pada keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup. Pada Pelita V kebijaksanaan lingkungan hidup sebelumnya disempurnakan dengan mempertimbangkan keterkaitan tiga unsur, antara kependudukan, lingkungan hidup dan pembangunan guna mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan hanya terlanjutkan dari generasi ke generasi apabila kebijaksanaan dalam menangani tiga bidang tersebut selalu dilakukan secara serasi menuju satu tujuan. Bila lingkungan dan sumber daya alam tidak mendukung penduduk dan menunjang sumber daya manusia atau sebaliknya, maka pembangunan mungkin saja dapat berjalan, namun dengan risiko timbulnya ancaman pada kualitas dan daya dukung lingkungan. Kebijaksanaan dasar yang bertumpu pada pembangunan berkelanjutan ini akan tetap menjadi pegangan dalam pengelolaan lingkungan hidup pada Pelita VI dan pelita-pelita selanjutnya. Pada pelita VI, bidang lingkungan hidup secara kelembagaan terpisah dari bidang kependudukan dan berada di bawah Menteri Negara Lingkungan Hidup (Men-LH). Lingkungan hidup dirasakan perlu ditangani secara lebih fokus sehubungan dengan semakin luas, dalam dan kompleksnya tantangan pada era industrialisasi dan era informasi dalam PJP Kedua (yang dimulai pada Pelita VI). Lintas sejarah perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia diuraikan menjadi tiga babak, yakni masa tumbuhnya Arus Global 1972, munculnya Komitmen Internasional, dan Komitmen Nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, serta Pasca Reformasi.

ARUS GLOBAL PRA-1972


Periode ini menandai daya tanggap dan cikal bakal bangkitnya kesadaran lingkungan Indonesia menyongsong konferensi Lingkungan Hidup Sedunia I di Stockholm, Swedia pada bulan Juni1972, ketika pembangunan nasional memasuki Pelita Pertama (1969-1974), Indonesia belum mengenal lembaga khusus yang menangani masalah lingkungan hidup. Dengan demikian perhatian terhadap masalah mulai nampak sebagaimana terlihat pada peraturan perundangan yang disusun beserta kebijaksanaan dan program sektoral yang dihasilkan selama periode tersebut. Peraturan perundangan itu sudah memuat ketentuan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dengan mempertimbangkan aspek konservasinya. Selain itu konsepsi serta kebijaksanaan pengembangan wilayah yang dianut sektor juga sudah memasukan pertimbangan lingkungan. Akan tetapi pendekatan yang dilakukan masih bersifat sektoral dengan perhatian terhadap aspek pengelolaan lingkungan yang masih belum memadai. 

Sementara itu, perhatian terhadap lingkungan hidup dikalangan perguruan tinggi dirintis oleh Universitas Padjadjaran Bandung melalui pendirian Lembaga Ekologi pada tanggal 23 September 1972. Sebagai persiapan menghadapi konferensi Stockholm, pada tanggal 15-18 Mei 1972 diselenggarakan seminar tentang “Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional” oleh Universitas Padjadjaran di Bandung. Seminar itu membahas “Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Manusia : Beberapa Pikiran dan Saran”. Hasilnya dijabarkan ke dalam Country Report RI dan disampaikan pada konferensi itu. Sebelumnya, Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (Men-PAN) telah mengadakan rapat Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pencegahan. 

KOMITMEN INTERNASIONAL (1972)


Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Sedunia yang diselenggarakan pada bulan Juni 1972 di Stockholm, Swedia, dapat dianggap sebagai pengejawantahan kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya kerja sama penanganan masalah lingkungan hidup dan sekaligus menjadi titik awal pertemuan berikutnya yang membicarakan masalah pembangunan dan lingkungan hidup. Konferensi Stockholm dengan motto Hanya Satu Bumi itu menghasilkan deklarasi dan rekomendasi yang dapat dikelompokkan menjadi lima bidang utama yaitu permukiman, pengelolaan sumber daya alam, pencemaran, pendidikan dan pembangunan. Deklarasi Stockholm menyerukan perlunya komitmen, pandangan dan prinsip bersama bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup umat manusia. Konsep lingkungan hidup manusia yang diperkenalkan menekankan perlunya langkah-langkah pengendalian laju pertumbuhan penduduk, menghapuskan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan yang diderita sebagian besar manusia di negara berkembang. Konferensi Stockholm mulai berupaya melibatkan seluruh pemerintah di dunia dalam proses penilaian dan perencanaan lingkungan hidup, mempersatukan pendapat dan kepedulian negara maju dan berkembang bagi penyelamatan bumi, menggalakkan partisipasi masyarakat serta mengembangkan pembangunan dengan pertimbangan lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, Konferensi Stockholm mengkaji ulang pola pembangunan konvensional yang selama ini cenderung merusak bumi yang berkaitan erat dengan masalah kemiskinan, tingkat pertumbuhan ekonomi, tekanan kependudukan di negara berkembang, pola konsumsi yang berlebihan di negara maju, serta ketimpangan tata ekonomi internasional. Indonesia hadir sebagai peserta konferensi tersebut dan turut menandatangani kesepakatan untuk memperhatikan segi-segi lingkungan dalam pembangunan. 

Sebagai tindak lanjutnya, berdasarkan Keppres No. 16 Tahun 1972 Indonesia membentuk panitia interdepartemental yang disebut dengan Panitia Perumus dan Rencana Kerja Bagi Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup guna merumuskan dan mengembangkan rencana kerja di bidang lingkungan hidup. Panitia yang diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim selaku Men-Pan/Wakil Ketua Bappenas tersebut berhasil merumuskan program kebijaksanaan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Butir 10 Bab II GBHN 1973-1978 dan Bab 4 Repelita II. Keberadaan lembaga yang khusus mengelola lingkungan hidup dirasakan mendesak agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup baik di tingkat pusat maupun di daerah lebih terjamin. 

Tiga tahun kemudian, Presiden mengeluarkan Keppres No. 27 Tahun 1975. Keppres ini merupakan dasar pembentukan Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam dengan tugas pokoknya adalah menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan persediaan serta perkembangan teknologi, baik di masa kini maupun di masa mendatang serta implikasi sosial, ekonomi, ekologi dan politis dari pola-pola tersebut. Dalam periode ini telah dilakukan persiapan penyusunan perangkat perundangan dan kelembagaan yang menangani pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan RUU Lingkungan Hidup telah dimulai pada tahun 1976 disertai persiapan pembentukan kelompok kerja hukum dan aparatur dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pada periode ini beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan lingkungan dihasilkan oleh berbagai instansi sektoral.  Di sejumlah perguruan tinggi, perhatian terhadap lingkungan hidup juga mulai berkembang antara lain dengan dibentuknya lembaga yang bergerak di bidang penelitian masalah lingkungan, yakni Pusat Studi dan Pengelolaan Lingkungan IPB dan Pusat Studi Lingkungan ITB. Pengelolaan lingkungan hidup pada periode ini masih berupa langkah awal pemantapan kemauan politik sebagai persiapan untuk mewujudkan gagasan-gagasan dari Konferensi Stockholm tersebut. Belum adanya lembaga khusus serta perangkat peraturan perundangan yang menangani masalah lingkungan secara komprehensif merupakan kendala yang perlu penanganan segera pada waktu itu. 

KOMITMEN POLITIK NASIONAL
Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup(1978-1983) 


Untuk melaksanakan amanat GBHN 1978, maka berdasarkan Keppres No. 28 Tahun 1978 jo. Keppres No. 35 Tahun 1978, dalam Kabinet Pembangunan III diangkat Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Men-PPLH) dengan tugas pokok mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup di berbagai instansi pusat maupun daerah, khususnya untuk mengembangkan segi-segi lingkungan hidup dalam aspek pembangunan. Sedangkan tugas pertamanya adalah mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pemerintah mengenai pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pengelolaan serta pengembangan lingkungan hidup. Jabatan Menteri dipegang oleh Prof.Dr.Emil Salim. Dalam upaya memantapkan koordinasi pengelolaan lingkungan di daerah, Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan Mendagri No. 240 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat DPRD Tingkat I yang di dalamnya terdapat Biro Kependudukan dan Lingkungan Hidup.  Salah satu produk hukum terpenting yang dihasilkan selama periode PPLH adalah ditetapkannya UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup . UU ini merupakan landasan berbagai ketentuan dan peraturan mengenai masalah pengelolaan lingkungan hidup seperti perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, baku mutu lingkungan dan lain-lain. 

Penanganan masalah lingkungan hidup menuntut pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pendukungnya. Untuk itu, pada tahun 1979 dibentuk Pusat Studi Lingkungan (PSL) yang tersebar di berbagai perguruan tinggi Meskipun secara struktural tetap di bawah dan bertanggung jawab pada universitasnya masing-masing, PSL memiliki peran yang sangat besar dalam pendidikan lingkungan hidup. Hampir semua pendidikan AMDAL dilakukan PSL di bawah koordinasi Men-PPLH (yang kemudian menjadi Men-KLH). PSL juga banyak membantu di bidang penelitian. 

Pada periode PPLH pula, yakni pada 1981, penghargaan Kalpataru mulai diperkenalkan. Penghargaan dengan lambang “Pohon Kehidupan” ini diberikan kepada masyarakat yang memelihara lingkungan hidup dengan kesadaran sendiri tanpa mengharapkan imbalan dan prestasinya dinilai luar biasa. Pemberian Kalpataru biasanya dilakukan pada saat puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup, tanggal 5 Juni setiap tahunnnya mengikuti ketentuan dari UNEP (United Nations Environment Programme). Dalam bidang pengawasan, Men-PPLH telah melakukan pemantauan terhadap tidak kurang dari 5.000 proyek pembangunan sehingga meningkatkan efisiensi pada BUMN, merumuskan sebuah konsep sistem pengawasan pembangunan terpadu, dan terbentuknya sistem pengawasan melekat. Periode ini disebut sebagai pancawarsa pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup. Berbagai kekurangan dan kelemahan masih dihadapi, baik dalam hal kebijaksanaan kelembagaan dan peraturan perundangan, sumber daya manusia maupun pendanaan . 

Kantor Menteri Negara Kependudukan Dan Lingkungan Hidup (1983-1993) 


UU No. 4 Tahun 1982 antara lain menggariskan bahwa manusia dan perilakunya merupakan komponen lingkungan hidup. Karena itu, perlu adanya perpaduan antara aspek kependudukan ke dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu, berdasarkan Keppres No. 25 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, dibentuklah Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Men-KLH) dengan menterinya adalah Prof. Dr. Emil Salim. 

Pada periode KLH ini, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang AMDAL yang merupakan pedoman pelaksanaan suatu proyek pembangunan. Setiap proyek yang diperkirakan memiliki dampak penting diharuskan melakukan studi analsis mengenai dampak lingkungan. Sementara itu, kegiatan pembangunan yang makin pesat disertai makin meningkatnya dampak terhadap lingkungan menuntut dibentuknya sebuah badan yang lebih bersifat operasional. Berdasarkan Keppres No. 23 Tahun 1990 dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) yang bertugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan-kegiatan pembangunan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Pusat Studi Kependudukan (PSK) dan PSL ditumbuhkembangkan bukan hanya di perguruan tinggi negeri, tetapi juga di perguruan tinggi swasta. Saat itu tercatat 35 PSK dan 67 PSL yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di seluruh tanah air. Keberadaan PSK dan PSL di setiap provinsi diharapkan akan dapat membantu pemerintah daerah dalam menangani persoalan lingkungan di daerahnya sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, budaya dan biogeofisik setempat. 

Keragaman ini juga akan memperkaya khazanah bagi pengelola lingkungan di tingkat pusat yang pada gilirannya berguna dalam pengembangan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup. Pengembangan kelembagaan disertai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui jalur pendidikan, khususnya pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, kursus-kursus dan pelatihan serta pengembanan sistem dan penyebaran informasi kependudukan dan lingkungan hidup. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini tidak hanya terbatas pada aparat lembaga pemikir dan pengelola lingkungan, melainkan juga kepada aparat pendidik bahkan LSM serta masyarakat luas. 

Pendidikan bagi aparatur pemerintah terutama ditujukan bagi mereka yang terlibat langsung dalam penanganan masalah kependudukan dan lingkungan hidup seperti staf Kantor KLH, staf Bapedal, staf Biro KLH Tingkat I, Bappeda, Komisi AMDAL pusat dan daerah serta aparat penegak hukum. Program ini telah menghasilkan 72 orang sarjana program Strata 2 (Magister) dan 9 orang dalam program Strata 3 (Doktoral) di bidang kependudukan dan non-kependudukan. Saat iti, rata-rata Biro KLH memiliki 9 sarjana, bahkan di Jawa rata-rata lebih dari 15 sarjana. Seiring dengan upaya di atas, dilakukan pula pengembangan kemampuan bagian kependudukan di Biro KLH Propinsi, penataan sistem dan pelatihan registrasi penduduk sampai tingkat tenaga lapangan pada 54 di tingkat kabupaten/kota II di 15 propinsi. 

Di samping jalur pendidikan formal, pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup dilaksanakan melalui program TOT (training of trainers) bagi para dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan tujuan menambah wawasan para dosen tersebut. Sejak tahun 1991/1992 sampai dengan 1992/1993 sejumlah 152 orang dosen perguruan tinggi negeri dan swasta telah mengikuti program ini. Kursus-kursus AMDAL di PSL di berbagai perguruan tinggi di Indonesia mulai diselenggarakan tahun 1982. Kursus ini pada umumnya diselenggarakan melalui kerjasama antara perguruan tinggi, Kantor KLH dan Bapedal. 

Di bidang kependudukan, telah dilakukan pengembangan PSK. Penanaman wawasan lingkungan kepada para guru telah pula dilakukan melalui Penataran Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup bagi guru SD, SMP dan SMA pada tahun 1989/1990 hingga 1992/1993 di 27 Provinsi di Indonesia bekerjasama dengan Depdikbud. Sejumlah 5.108 guru telah mengikuti penataran tersebut yang terdiri atas 2.330 guru SD, 1.410 guru SMP dan 1.368 guru SMA. Di samping itu, sebanyak 4.600 orang kepala sekolah SMP dan SMA telah mengikuti penataran serupa. Pada Pelita V tahun 1989/1990 hingga 1992/1993 materi kependudukan dan lingkungan hidup telah dimasukkan ke dalam kurikulum penjenjangan tingkat Sepada, Sepala, Sepadya dan Sespa pada pendidikan dan latihan Lembaga Adminsitrasi Negara (LAN). 

Pada periode ini, seperangkat peraturan perundangan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari UU No. 4 Tahun 1982 telah dihasilkan termasuk keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh berbagai departemen yang berupa Pedoman dan Petunjuk Teknis. Ketika Kabinet Pembangunan IV berakhir dan memasuki Kabinet Pembangunan V, status Men-KLH tetap dipertahankan, dan Prof. Dr. Emil Salim diangkat kembali menjadi menterinya. Dalam Periode KLH 1988-1993 ini yang nampak gencar dilakukan adalah pemasyarakatan pembangunan berkelanjutan dan seluruh bidang kegiatan kependudukan dan lingkungan hidup pada periode tersebut ditujukan untuk menopang pembangunan berkelanjutan ini juga berkaitan dengan penyelenggaraan Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pengembangan atau yang lebih popular dengan sebutan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro pada bulan Juni 1992. 

Hasil-hasil dari konferensi ini sangat menekankan perlunya konsep pembangunan berkelanjutan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya untuk pembangunan di masa sekarang, melainkan juga untuk generasi yang akan datang. Di dalam periode ini pula, muncul gagasan bahwa kependudukan dan lingkungan hidup merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Perubahan di bidang kependudukan sangat berpengaruh dalam bidang lingkungan hidup. Demikian pula sebaliknya, lingkungan dituntut untuk selalu memiliki daya dukung bagi kehidupan. Karena itu, kebijaksaan yang dikembangkan dalam bidang kependudukan berbeda dengan periode sebelumnya. 

Masalah kependudukan tidak hanya dilihat dari segi demografi semata-mata (seperti: fertilitas, mortalitas dan migrasi) melainkan lebih menekankan pada unsur kualitas. Penduduk yang banyak tidak selamanya dapat dianggap sebagai beban. Kalau berkualitas, mereka dapat dijadikan modal pembangunan. Dalam kebijaksanaan tersebut, dijelaskan pula bahwa masalah kependudukan dipengaruhi pula oleh factor lingkungan hidup. Karena itu pengelolaan lingkungan hidup dilakukan sedemikian rupa sehingga daya dukungnya dapat dipertahankan baik melalui pengaturan tata ruang, penerapan AMDAL. Rahabilitasi lingkungan seperti Program Kali Bersih (PROKASIH), maupun pemanfaatan keanekaragaman hayati. Penegakan hukum mulai dikembangkan dalam periode ini, terutama sejak Pelita V, dengan mulai dirintisnya kerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Kasus-kasus penindakan terhadap industri yang mencemari lingkungan sudah banyak dilakukan terutama yang berkaitan dengan pelaksaaan PROKASIH. 

Produk hukum penting yang dihasilkan selama periode KLH 1988-1993 ini antara lain di bidang kependudukan, RUU Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera telah disahkan DPR pada 21 Maret 1992, yang kemudian diundangkan menjadi UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pada tanggal 6 April 1992. Sedangkan di bidang lingkungan hidup, telah dikeluarkan PP No. 20 Tahun 1990 tentang Baku Mutu Lingkungan dan disetujuinya RUU Penataan Ruang di DPR. Men-KLH juga mengeluarkan Keputusan Menteri No. 03 Tahun 1991 tentang Baku Mutu Limbah Cair. Seperti periode sebelumnya, berbagai kelemahan masih dihadapi baik dalam hal kebijaksanaan, kelembagaan dan peraturan perundangan, sumber daya manusia maupun pendanaan. Hal ini bukan dikarenakan kegagalan pembangunan di sektor lingkungan hidup ini, melainkan cenderung disebabkan karena semakin luas, intensif dan kompleksnya permasalahan lingkungan yang dihadapi bersamaan dengan makin pesatnya kegiatan pembangunan selama periode dasawarsa KLH tersebut. 

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (1993-1998)


Masalah kependudukan dan lingkungan hidup cenderung menjadi makin luas dan kompleks sejalan dengan makin pesatnya laju kegiatan pembangunan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya pada pembangunan jangka panjang kedua (PJP II). Ketika proses industrialisasi mulai dilaksanakan secara besar-besaran. Karena itu dipandang perlu membentuk lembaga kementerian yang khusus bertugas menangani dan mengkoordinir pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Untuk itu pada tahun 1993 dibentuklah Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (Men-LH), dengan Ir. Sarwono Kusumaatmadja sebagai menterinya. Agar pengelolaan lingkungan hidup lebih fokus, pada era ini kependudukan dikeluarkan dari lembaga pengelola lingkungan, dan atribut baru yang disandang adalah Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pada awal periode ini berhasil diselenggarakan Rakornas I Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan 1994. Rakornas tersebut membahas dan merumuskan Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua (1994/1995-2019/2020). Perumusan kebijaksanaan dan strategi nasional ini ditujukan untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan kualitas lingkungan hidup di masa mendatang sehubungan titik berat pembangunan PJP II pada bidang industri. Hasil penting dari Rakornas I tersebut adalah munculnya strategi dan kebijaksanaan satu pintu dan Sasaran Repelita Tahunan (SARLITA). SARLITA merupakan penjabaran dari program Repelita yang diharapkan dapat menjadi acuan pokok dalam penyusunan dan penilaian rencana kegiatan pembangunan tahunan, khususnya yang dibiayai oleh APBN. Penyusunan SARLITA Daerah sektor lingkungan hidup dilakukan oleh masing-masing provinsi sehingga diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Selama kurun waktu 1994/1995 Kantor Men-LH turut menyusun program legislasi nasional yang dikoordinasikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Beberapa usulan yang disampaikan oleh Kantor Men-LH tentang program legislasi nasional adalah RUU Penyempurnaan UU No. 4 Tahun 1982, RUU Penataan Ruang Kelautan, RPP Tata Cara Penetapan dan Pembayaran Biaya Pemulihan Lingkungan, Tata Cara Pengaduan, Penelitian dan Penuntutan Ganti Rugi, Pengendalian Perusakan Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Udara, Laut, Kebisingan dan Tanah. Periode ini merupakan pancawarsa menuju pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan perhatian utama diarahkan pada upaya pembinaan kemitraan kelembagaan. 

ERA REFORMASI (1998-1999)


Reformasi membawa perubahan secara dramatis dalam sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia, sejalan dengan itu, terjadi perubahan dalam sistem kepemerintahan. Namun demikian, masalah lingkungan yang dihadapi masih berkisar pada sumber daya alam, populasi dan kerjasama regional/internasional.
Jumlah penduduk yang meningkat memberikan tekanan yang lebih besar kepada sumber alam, salah satu dampaknya adalah kondisi kritis sumber daya air khususnya di pulau Jawa. Hutan semakin menurun kualitas dan kuantitasnya akibat over exploitation dan pembakaran. Menyusutnya sumber daya hutan diikuti pula dengan menurunnya keanekaragaman hayati, hal yang sama juga terjadi di lingkungan pesisir dan laut. Kondisi ini diperburuk lagi dengan menurunnya kualitas udara akibat merebaknya industrialisasi dan perlakuan yang tidak ramah kepada atmosfer seperti semakin banyaknya polusi yang berasal dari kendaraan bermotor.Sementara itu, aktifitas manusia menghasilkan limbah domestik, dan masalah ini mulai merambah perdesaan. Kepadatan perkotaan turut pula meningkatkan beban pencemaran pada lingkungan, dampak lain dari kepadatan kota adalah alih fungsi lahan dari pertanian menjadi permukiman dan industri.

Ledakan jumlah penduduk memunculkan kelas masyarakat miskin, yang diikuti dengan merebaknya permukiman kumuh, masalah kesehatan, gelandangan, kriminalitas, dan berbagai masalah sosial lainnya. Sementara itu, seiring dengan modernisasi, terjadi pergeseran nilai yang bersifat tradisional agraris menuju masyarakat era indusrti yang antara lain ditandai dengan perubahan pranata sosial, perubahan nilai-nilai sosial. Perpindahan penduduk dari desa ke kota mengakibatkan turunnya ketahanan ekologis perdesaan dan menaikkan tingkat kerentanan kota. Berbagai masalah sosial di atas berdampak pada melemahnya kontrol sosial, dan cenderung diikuti timbulnya masalah sosial psikologi dalam masyarakat. Sementara itu, keanekaragaman kelompok dan ketimpangan ekonomi semakin mempertinggi persaingan dan konflik kepentingan. Berkenaan dengan itu, maka sasaran pembangunan lingkungan diarahkan pada: (i) peningkatan pengenalan jumlah dan mutu sumber daya alam serta jasa lingkungan yang tersedia, (ii) pemeliharaan kawasan konservasi, (iii) peningkatan sistem pengelolaan lingkungan, (v) pengendalian pencemaran, terutama pada daerah padat penduduk dan pembangunan, (v) pengendalian kerusakan pantai, dan (vi) peningkatan usaha rehabilitasi lahan kritis.Memperhatikan sasaran tersebut, maka kebijakan lingkungan diarahkan pada 6 program pokok, yaitu: (i) inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, (ii) penyelamatan hutan, tanah dan air, (iii) pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup, (iv) pengendalian pencemaran lingkungan hidup,, (vi) rehabilitasi lahan kritis, dan (vi) pembinaan daerah pantai.
Periode reformasi ini relatif terjadi dalam kurun waktu yang sangat pendek (1998-1999) dan Kementerian Lingkungan Hidup mengalami dua periode kepemimpinan, yaitu: Prof. Dr. Juwono Sudarsono (1998), dan dr. Panangian Siregar (1998-1999).

PASCA REFORMASI (1999-2004)

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (1999-2001)


Demi mengejar perolehan devisa negara baik pada tingkat pusat maupun daerah, pada era itu pemanfaatan sumber daya alam cenderung kurang memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pemanfaatan sumberdaya alam berorientasi pada kepentingan jangka pendek sehingga kurang dan tidak efisien. Di lain pihak, adanya urgensi pemulihan ekonomi cenderung menjadi sumber permasalahan. Otonomi daerah telah merubah berbagai kewenangan bidang lingkungan yang terbagi menjadi lebih besar di kabupaten/kota dibandingkan di tingkat nasional/provinsi. Pemerintah pusat tidak lagi menjadi pelaksana, tetapi sebagai penyusun kebijakan makro dan penetapan berbagai norma, standar, kriteria dan prosedur dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Mengantisipasi berbagai implikasi penerapan otonomi daerah pada pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, langkah-langkah yang diambil Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup di antaranya adalah melakukan konsultasi dengan sektor, daerah dan para mitra lingkungan untuk mensinergikan kewenangan, mempertegas kembali komitmen penguatan lembaga lingkungan daerah, memperkuat kapasitas lembaga lingkungan di daerah, dan pengembangan berbagai program strategis seperti: Bumi Lestari, Prokasih, Adipura, Langit Biru, dan lain-lainnya. Secara internal, langkah-langkah strategis yang diambil Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup pada masa kepemimpinan Dr. Alexander Sonny Keraf adalah: (i) menjaga dan meningkatkan hubungan kerja internal; (ii) memfokuskan langkah kerja setiap unit kerja, (iii) merumuskan berbagai kriteria, indikator, baku mutu dan pedoman; dan (iv) melakukan inovasi bentuk-bentuk kerja sama antar sektor, antar dinas dan stakeholders lainnya.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2001-2004)


Pada awal era ini teridentifikasi bahwa penyebab kerusakan lingkungan bersumber dari: (i) lemahnya penguatan dan dukungan politik untuk pelestarian lingkungan dalam proses pengambilan keputusan, (ii) rendahnya sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggar peraturan di bidang lingkungan, dan (iii) kemiskinan. Sebaran dampaknya masih terpusat pada perusakan hutan dan lahan, pencemaran air, urbanisasi, perusakan & pencemaran laut & pantai, dan imbas dari lingkungan global.Strategi yang ditempuh Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) pada era kepemimpinan Nabiel Makarim, MPA.MSM. ini adalah: (i) peningkatan dan perluasan aliansi strategis dalam rangka memperoleh dukungan dan kekuatan politik untuk pelestarian lingkungan, (ii) pemberdayaan masyarakat sadar dan aktif berperan dalam proses penaatan melalui penggunaan instrumen hukum dan instrumen lainnya, dan (v) pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas.Pada awal era ini terjadi penggabungan antara Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2004-sekarang)


Pengelolaan lingkungan pada era Kabinet Indonesia Bersatu yang dimulai pada tahun 2004 menempatkan Ir. Rachmat Witoelar sebagai menteri pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Visi, misi, strategi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan KNLH merupakan fokus uraian pada Profil Kementerian Negara Lingkungan Hidup ini. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah Kabupaten dan Kota untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan aspirasi msyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu kewenangan tersebut adalah kewenangan Daerah di wilayah laut. Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 32  Tahun 2004 menyatakan kewenangan daerah di wilayah laut adalah : 
· Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut. 

· Pengaturan kepentingan administratif. 

· Pengaturan tata ruang. 

· Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah. 

· Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara. 

	Manajemen Lingkungan 

Konsep Umum

Banyak pendekatan yang dibuat untuk mengelola lingkungan baik di tingkat perusahaan maupun pemerintah, diantaranya adalah Environmental t System (EMS). EMS adalah siklus berkelanjutan dari kegiatan perencanaan, implementasi, evaluasi dan peningkatan proses, yang diorganisasi sedemikian sehingga tujuan bisnis perusahaan/pemerintah dan tujuan lingkungan padu dan bersinergi. 

· Perencanaan, meliputi identifikasi aspek lingkungan dan penetapan tujuan (goal) 

· Implementasi, termasuk pelatihan dan pengendalian operasi; 

· Pemeriksaan, termasuk monitoring dan pemeriksaan hasil kerja; 

· Evaluasi, termasuk evaluasi kemajuan kerja dan perbaikan sistem. 

	Penerapan EMS

EMS yang efektif, dibangun pada konsep TQM (Total Quality t), misalnya pada ISO 9000. Untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan, organisasi tidak hanya tahu apa yang terjadi, tetapi juga harus tahu mengapa terjadi. Kebanyakan penerapan EMS (termasuk didalamnya ISO 14001), akan sukses jika : 

· didukung oleh manajemen puncak 

· fokus pada peningkatan berkelanjutan 

· sederhana, fleksibel dan dinamis mengikuti perubahan lingkungan 

· cocok dengan budaya organisasi 

· kepedulian dan keterlibatan semua pihak 
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	Manfaat EMS
Walaupun penerapan EMS memerlukan biaya dan waktu, namun manfaat yang bisa dipetik diantaranya : 

· meningkatkan kinerja lingkungan 

· mengurangi/menghilangkan keluhan masyarakat terhadap dampak lingkungan 

· mencegah polusi dan melindungi sumber daya alam 

· mengurangi resiko 

· menarik pelanggan dan pasar baru (yang mensyaratkan EMS) 

· menaikkan efisiensi/mengurangi biaya 

· meningkatkan moral karyawan 

· meningkatkan kesan baik di masyarakat, pemerintah dan investor 

· meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian karyawan terhadap lingkungan 

ISO 14000
ISO (International Organization for Standardization), merupakan organisasi non pemerintah, yang berlokasi di Geneva, Switzerland. ISO memperkenalkan dan mengembangkan standar internasional, seperti seri ISO 9000 dan ISO 14000. ISO 9000 mengenai pengelolaan kualitas (quality t), sedangkan ISO 14000 mengenai pengelolaan lingkungan (environmental t). Aktivitas yang menggunakan standar ISO 14000 menghendaki aktivitas pengurangan dampak merugikan terhadap lingkungan dan peningkatan menerus terhadap kinerja lingkungan.

AMDAL
AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Environmental Impact Assessment) merupakan  perangkat analisis untuk menilai suatu kegiatan (proposal kegiatan) tidak berdampak merugikan lingkungan, seperti pada kesehatan, flora, fauna, tata guna lahan, ekonomi, budaya dan sosial.  

Amdal juga merupakan sebuah proses perencanaan yang digunakan untuk menghitung, memprediksi dan menganalisis dampak nyata dari sebuah proposal (rencana pembangungan) terhadap lingkungan serta untuk menyediakan informasi yang bisa digunakan dalam proses pengambilan keputusan apakah proposal tersebut akan disetujui atau tidak. 

Proses AMDAL terdiri dari penyaringan, scoping, pengkajian, mitigasi , pelaporan, peninjauan, pengambilan keputusan , pengawasan dan manajemen dan partisipasi publik. 



	

	


Lokakarya: Pengelolaan Lingkungan Hidup

 Polusi  Pembakaran hutan  Polusi udara  Penembangan hutan  Pendidikan masyarakat yang rendah  Erosi dan banjir  Kehilangan marga satwa  Pengembalaan liar  Perladangan yang berpindah  Perlu adanya peraturan  Tenaga ahli dari luar  Pedagang kaki lima dan sampah  Administrasi tentang lingkungan hidup  Energi alternatif  Kurangnya kontrol pemerintah  Konvensi internasional  Kurangnya kebijaksanaan tentang pembangunan  Kurangnya tenaga ahli  Perlu pelatihan dalam: pertanian, ekonomi, administrasi lingkungan ahli pertambangan, ahli keuangan.

	ISU-ISU PRIORITAS
	STRATEGI 

	Pendidikan rendah dan pengetahuan 
	        Sistem pendidikan yang kuat diperlukan (dengan fokus pada sekolah-sekolah 

     dan kurikulum)

        Ada keperluan untuk fasilitas pendidkan (perlengkapan, alat-alat, prasarana)

        Program kesadaran umum diperlukan

        Pemerintah harus menyokong dan mendukung keperluan ini untuk pendidikan dan   

     kesadaran.

        Masyarakat harus mendukung prosess ini secara kuat.


	Kekurangan pelatihan teknik
	        Ada keperluan untuk program pelatihan teknik dalam  lingkungan untuk 

     karyawan ahli yang kerja dalam administrasi.

        Ada keperluan untuk fasilitas pelatihan (perlengkapan, alat-alat, prasarana)

        Ada keperluan untuk sumber-sumber penghasilan yang lain (pembiayaan dan  

     keahlian)

	Kekurangan pemerintah kekuasaan 
	        Ada keperluan untuk struktur pemerintah yang jelas untuk  lingkungan 

     dari atas ke dasar.

        Isu-isu lingkungan harus diintegrasikan dalam pembangunan kebijaksanaan dalam 

     beberapa bidang yang penting termasuk pertanian, kesehatan, ekonomi,   

     pendidikan…

        Pemerintah harus kerja secara dekat dengan masyarakat dengan managem   

      lingkungan.

        Pembangunan kerangka hukum yang pantas untuk pengelolaan lingkungan hidup. 

	Kekurangan peraturan 
	o       Ada keperluan untuk pelatihan intensip di dalam administrasi dan masyarakat umum mengenai isi dan cara mempergunakan peraturan lingkungan. 

o       Harus ada proses yang jelas untuk melibatkan masyarakat sipil di dalam pembangunan kebijaksanaan lingkungan dan peraturan lingkungan. 

o       Peraturan-peraturan lingkungan harus relevan dan berhubungan dengan konteks Timor Leste dan harus dicapai melalui keikutsertaan masyarakat dan konsultasi. 

o       Pemerintah harus berniat baik dalam implementasi kebijaksanaannya dan peraturannya. 


D.  KONFLIK
a. Pendekatan  Konflik.

Sejumlah konflik di tanah air umumnya muncul pasca reformasi, berkaitan dengan benturan antaridentitas. “Hal ini sejalan dengan demokratisasi dan kebebasan yang makin mekar,” Kelima pilar itu adalah, pertama, mencegah konflik. “Hal ini yang paling murah dan baik apabila berusaha tidak membiarkan hal sekecil apa pun terkait dengan identitas.Kedua, menyelesaikan konflik secara damai sebab penyelesaian dengan pengerahan militer bukan cara yang tepat dan bermartabat, dan hampir pasti banyak jatuh korban. Pilar ketiga, tidak ada negosiasi tanpa memberi dan menerima. atau dengan kata lain kompromi. Pilar keempat adalah leadership atau kepemimpinan. Kelima, manajemen pasca konflik.
"Akar konflik karena identitas menjadi lebih mengemuka dibanding konflik di era 50-an sampai 60-an yang diwarnai separatisme dan tidakan-tindakan mengambilalih kekuasaan,". Manajemen konflik adalah suatu upaya untuk mengatasi konflik Terdapat 5 cara dalam manajemen konflik yaitu :1. asserting 2. accommodating 3. comprimissing 4. problem-solving dan 5. avoiding
b. Kuadaran  Konflik

Karena setiap negosiasi memiliki potensi konflik dalam seluruh prosesnya, penting sekali bagi kita untuk memahami cara mengatasi atau menyelesaikan konflik. Untuk menjelaskan berbagai alternatif penyelesaian konflik dipandang dari sudut menang – kalah masing-masing pihak, ada empat kuadran manajemen konflik:

1. Kuadran Kalah-Kalah (Menghindari konflik) Kuadran keempat ini menjelaskan cara mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Atau bisa berarti bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik atau menemukan kesepakatan untuk mengatasi konflik tersebut. Kita tidak memaksakan keinginan kita dan sebaliknya tidak terlalu menginginkan sesuatu yang dimiliki atau dikuasai pihak lain. Cara ini sebetulnya hanya bisa kita lakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting. Jadi agar tidak menjadi beban dalam pikiran atau kehidupan kita, sebaiknya memang setiap potensi konflik harus dapat segera diselesaikan.

2. Kuadran Menang-Kalah (Persaingan) Kuadran kedua ini memastikan bahwa kita memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya kita menggunakan kekuasaan atau pengaruh kita untuk memastikan bahwa dalam konflik tersebut kita yang keluar sebagai pemenangnya. Biasanya pihak yang kalah akan lebih mempersiapkan diri dalam pertemuan berikutnya, sehingga terjadilah suatu suasana persaingan atau kompetisi di antara kedua pihak. Gaya penyelesaian konflik seperti ini sangat tidak mengenakkan bagi pihak yang merasa terpaksa harus berada dalam posisi kalah, sehingga sebaiknya hanya digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tegas.

3. Kuadran Kalah-Menang (Mengakomodasi) Agak berbeda dengan kuadran kedua, kuadran ketiga yaitu kita kalah – mereka menang ini berarti kita berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Gaya ini kita gunakan untuk menghindari kesulitan atau masalah yang lebih besar. Gaya ini juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut atau menciptakan perdamaian yang kita inginkan.  Mengalah dalam hal ini bukan berarti kita kalah, tetapi kita menciptakan suasana untuk memungkinkan penyelesaian yang paripurna terhadap konflik yang timbul antara kedua pihak. Mengalah memiliki esensi kebesaran jiwa dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk juga mau mengakomodasi kepentingan kita sehingga selanjutnya kita bersama bisa menuju ke kuadran pertama.

4. Kuadran Menang-Menang (Kolaborasi) Kuadran pertama ini disebut dengan gaya manajemen konflik kolaborasi atau bekerja sama. Tujuan kita adalah mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Proses ini biasanya yang paling lama memakan waktu karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada di kedua ujung ekstrim satu sama lainnya.  Proses ini memerlukan komitmen yang besar dari kedua pihak untuk menyelesaikannya dan dapat menumbuhkan hubungan jangka panjang yang kokoh . Secara sederhana proses ini dapat dijelaskan bahwa masing-masing pihak memahami dengan sepenuhnya keinginan atau tuntutan pihak lainnya dan berusaha dengan penuh komitmen untuk mencari titik temu kedua kepentingan tersebut. 

B. ALTERNATIF PENYELESAIAN KONFLIK

1. Penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa   biasanya sulit dicapai untuk dua hal yang saling berkaitan : pertama, keuntungan dan kerugian pembangunan cenderung terbagi tidak merata termasuk hal-hal tak terukur yang sulit untuk dibandingkan; dan kedua, banyak kelompok dengan pandangan clan intrepretasi yang berbeda selalu terlibat.Teknik-teknik penyelesaian masalah, atau alternatif penyelesaian masalah bertujuan menfasititasi proses pembuatan keputusan oleh kelompok-​kelompok yang bersengketa, sehingga dapat dihindari penyelesaian masalah melalui meja hukum.

3. Karakteristik Alternatif Penyelesaian Konflik 

Beberapa karakteristik teknik penyelesaian masalah meliputi:

(1) lebih menekankan pada kesamaan kepentingan kelompok yang saling bersengketa daripada posisi tawar-menawar;

(2) berfikir kreatif untuk mencari upaya penyelesaian;

(3) mencari jalan tengah untuk rnenemukan tujuan bersama;

(4) menuntut kesepakatan banyak pihak untuk suatu keputusan. Seorang mediator yang tidak memihak biasanya diperlukan dalam penyelesaian sengketa.

4. Berbagai pendekatan penyelesaian sengketa

Ketika sengketa muncul berkaitan dengan berbedanya kepentingan tentang alokasi sumber daya dan , paling tidak empat pendekatan dapat dipakai untuk penyelesaiannya: (1) politis, (2) administrasi, (3) hukum, dan  (4) alternatif penyelesaian masalah (Alternatif Dispute Resolution) . Berbagai pendekatan ini tidak selalu berdiri sendiri; beberapa dapat digunakan secara bersama. 

4.1. Pendekatan Politis 

Pendekatan politis dilakukan oleh politisi dan pengambil keputusan yang melihat berbagai nilai dan kepentingan yang berbeda, kemudian mengambil keputusan berdasarkan nilai dan kepentingan tersebut. Dalam pendekatan ini, pengambil keputusan tidak selalu menguasai herbagai aspek pengelolaan  dan sumber alam, akan tetapi dapat meminta bantuan atau nasehat dari para ahli. Lebih lanjut para pengambil keputusan juga dapat meminta masukan dari masyarakat serta mendengar berbagai masukan, aspirasi, dan kepentingan masyarakat melalui berbagai diskusi atau dialog (curah pendapat). Dalam masyarakat demokratis, para pengambil keputusan  dan politisi harus mempertanggungjawabkan keputusannya kepada publik yang mendukungnya. Meskipun demikian, karena politisi mewakili sekelompok tertentu , dimungkinkan bahwa kelompok lain tidak terakomodasi.  Terlebih apabila korupsi muncul sebagai isu utama (main issues), maka  politisi dan pengambil keputusan  tidak dapat  menyeimbangkan kepentingan semua fihak, melainkan hanya salah satu kelompok yang menguntungkan pribadinya saja . Lebih lanjut, dimungkinakn pula bahwa politisi tidak memahami persoalan yang sesungguhnya dan aspirasi masyarakat yang akan terkena akibat langsung dari kcputusan yang akan diril& Dengan kata lain politisi tidak selalu sensitif terhadap persoalan dan aspirasi masyarakat 

4.2. Pendekatan Adminisratif

Pendekatan administrasi dilakukan melalui organisasi pengelolaan  sumber daya yang secara resmi dibentuk dan memberikan kesempatan  pada pemerintah atau  birokrat untuk mengambil keputusan tentang suatu suatu sengketa . Dalam  hal ini  birokrat pada tingkat satu ataupun dua dapat diberi kekuasaan mengumpulkan  kelompok  yang bersengketa, mendengarkan pandangan mereka, mempertimbangkan pula pendapat  para ahli, kemudian mengambil suatu keputusan. Dalam beberapa kasus kekuasaan iru dapat dibagi dengan masyarakat yang akan terkena keputusan. Secata umum, pendekatan administrasi cocok dengan apa yang disebut sebagai peagambilan kaputusan secara "rutin" dan ini dibedakan dengan model lain yang disebut sebagai pendekatan "strategik." Melalui proses ini, jika terdapat kelompok yang tidak puas dengan keputusan yang diambil, kelompok tersebut dapat maju pada jajaran administtasi atau birokrasi lain yang lebih tinggi. Sebagaimana pendekatan politis, apabila korupsi muncul, keputusan yang diamba tidal: dapat dijwmin memenuhi kepentingan banyak kelompok atau pihak secara seimbang.

4.3. Pendekatan Yuridis

Pendekatan ini dilakukan secara formal  melalui pengaduan  ke pengadilan, abil secara perdata maupun pidana. Pendekatan ini dilakukan jika antar fihak yang   konflik tidak  mencapai  konsesnsus. 

C. JENIS PENYELESAIAN KONFLIK 

(1). Konsultasi Publik

Gagasan dasar konsultasi publik adalah untuk saling membagi inforniasi, meyakinkan bahwa berbagai pandangan dikemukakan, membuka proses manajemen sehingga dapat berlangsung efisien dan adil, kesemuanya untuk meyakinkan bahwa semua pihak mendapatkan kepuasan yang sama. Jika hai-hai di atas dapat dipenuhi, isu-isu yang dipertentangkan dapat diselesaikan sebelumnya sehingga konflik atau sengketa dapat dihindari.Konsultasi publik dengan demikian diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah atau sengketa, serta merupakan satu alternatif disamping cara-cara melalui hukum, administrasi dan politis. Walaupun demikian, konsultasi publik dapat merupakan

(2) Negosiasi

Negosiasi merupakan satu dari tiga pendekatan yang biasanya dipakai dalam APK. Negosiasi melibatkan situasi dimana dua atau lebih kelompok bertemu secara sukarela dalam usaha untuk mencari isu-isu yang menyebabkan konflik diantara mereka. Tujuannya adalah untuk meraih kesepakatan yang saling diterima oleh semua pihak secara konsensus. Daiam negosiasi tidak ada pihak dari luar yang memberikan bantuan, dan pihak yang bersengketa harus mempunyai kemauan untuk bertemu dan membicarakan sengketa secara bersama.

(3) Mediasi

Mediasi mempunyai karakteristik dari negosiasi, ditambah dengan keterlibatan pihak ketiga yang netral (sebagai mediator). Pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan :.mtuk memutuskan kesepakatan, akan tetapi berfungsi sebagai fasilitator clan perumus persoalan, dengan tujuan untuk membantu pihak yang bersengketa agar bersepakat. Mediator mungkin digunakan ketika pihak yang bersengketa siap untuk bertemu dan mendiskusikan persoaian mereka, akan tetapi mereka khawatir bahwa perasaan mereka akan mengganggu proses tatap muka yang membangun. Dalam situasi ini mediator mungkin akan membantu pihak-pihak tersebut untuk mengidentifikasikan butir-butir yang menjadi masalah, dan kemudian bertindak sebagai p'thak yang memfasilitasi dialog aiitar kelompok.

(4) Arbritasi (pengadilan)

Ketika arbritasi dipilih, pihak ketiga terlibat. Tidak seperti mediasi, pihak ketiga yang terlibat dan bertindak sebagai arbritator mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, yang mengikat maupun tidak mengikat. Jika keputusan tersebut mengikat, maka pihak yang bersengketa harus memulai proses penyelesaian yang telah diputuskan oleh arbritator. Dalam banyak kasus, pilihan dari arbritasi yang terikat cukup untuk membuat pihak yang bersengketa menyepakati kewajibannya. Biasanya pihak yang bersengketa secara langsung terlibat didalam pemilihan arbritator, dan ini yang membedakan antara proses arbritasi dan proses hukum melalui pengadiian. Umumnya, didalam sidang pengadilan pihak yang bersengketa tidak mempunyai peran didaiam menentukan hakim atau jaksa yang akan menyidangkan perkara mereka.

(5) Konsensus /kompromi/Perjanjian
Jarang terjadi proses negosiasi dan konsensus menghasilkan penyelesaian semuanya menang" (win win solution). Pendekatan, ini mencari jalan tengah dan kompromi. Kebanyakan, istilah "kompromi" mengarah pada pandangan penyelesaian yang "baik" dan"perbaikan cepat" untuk jangka panjang.Dalam setiap penyelesaian, mungkin ada kepentingan yang tidak dapat dan tidak harus dikompromikan: sebagai contoh, yang berkaitan dengan identitas dasar dari individu atau organisasi. Penting bahwa semua pihak dalam bernegosiasi memahami dimana letak kepentingan yang utama. Sebagai tambahan, kompromi tidak berarti mematikan nitai-nilai prinsip atau dasar. Konsensus dapat mengenali nilai-nilailai dasar dan lebih mementingkan "bagaimana" daripada "apakah" nilai-nilai itu akan terpuaskan semua fihak.Untuk ityu makna perjajian menjadi salah satu alternatif penting dalam pengambilan keputusan.

Negara : Dalam Ketimpangan Politik Lingkungan

Negara : Dalam Ketimpangan Politik Lingkungan

Oleh : M.Ridha Saleh

Dalam banyak hal, idiologi orde baru adalah sesuatu yang tidak bisa di hindari ketika membahas eskalasi krisis ekologi Indonesia. Justifikasi tersebut dipengaruhi setidaknnya oleh wacana (discourses) yang berkembang dalam teori-teori sosial ekonomi modern pada masa itu (1960-an), yang sangat mempengaruhi idiologi pembangaunan Indonesia pada masa-masa awal pembangunan orde baru. 

Tiga teori sosial ekonomi yang sangat mempengaruhi pemikiran kaum ekonomi orde baru adalah hipotesa Lipset yang menyatakan bahwa demokrasi politik harus didahului oleh pembangunan ekonomi, hepotesa Daniel Bell yang menafikan idiologi lewat kemajuan tehnologi dan pembangunan ekonomi, kemudian hipotesa Samuel Huntington yang mengajukan argumen bahayannya mobilisasi sosial terkendali pada negara berkembang.

Krisis ekologi pada masa orde baru pertama-tama dan terutama dimulai karena secara sadar telah mengabaikan dan meninggalkan dua paradigma yang lain yang sangat penting, yang menurut Arief Budiman : faktor keberlanjutan yang diabaikan dan ditinggalkan oleh rezim orde baru diawal-awal pembangunannya yaitu : keadilan sosial dan lingkungan hidup.

Pada tahun 1971, cerama yang menjadi ancaman bagi keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup, disaat Presiden Soeharto mersesmikan Pasar Klewer di Solo menyatakan kita akan terus membangun dengan menggunakan dana-dana pinjaman asing. Ia pun menambahkan kita akan menjual kekayaan hutan di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua demi pertumbuhan ekonomi yang menopang pembangunan.

Holiganisme rezim ini kemudian memberikan konsesi hak penguasaan hutan (HPH) seluas 64 juta ha kepada 500-an pengusaha swasta asing dan nasional, tidak cukup hanya memberikan HPH, ia pun kemudian mengobral 30 juta ha kawasan hutan untuk dikonversi kepada ratusan perusahaan swasta nasional yang melibatkan para jendral dan konco-konconya, juga memberikannya pada perusahaan multinasional untuk dijadikan perkebunan-perkebunan besar, pertambangan dan lahan baru bagi pertanian monoculture Praktek obral besar-besaran sumber daya alam Indonesia ini. Pada tahun 1999 berdampak pada akumulasi utang luar negri Indonesia mencapai USD 146,939 milyar dengan rincian berikut; 68,689 miliar USD utang pemerintah, 5,067 miliar USD utang BUMN dan 73,183 miliar USD utang perusahan-perusahaan swasta Indonesia, termasuk didalamnnya utang industri perkayuan dan perusahaan pemegang HPH. Yang menurut Human Development Indek (dalam UNDP 2002) – (kampas, 4 Juli 2001), Indonesia menduduki rengkin 110 atau posis yang merendahkan martabat Indonesia di Asia Tenggara.(DWM, J-KF) Orientasi mengejar fresh money bagi keperluan ambisi pembangunan itu, tidak hanya meninggalkan dan mewariskan jutaan milar utang luar negri yang harus dibayar oleh bangsa dan rakyat ini, carut marutnnya ekploitasi sumberdaya alam tersebut juga telah mempertontonkan pada kita betapa kerusakan telah berubah menjadi kutukan alam. Bencana strutural yang di sebabkan oleh tak terkendalinnya ekploitasi terhadap aset dan sumberdaya alam sebagai basis kehidupan rakyat, tidak hanya mengakibatkan terjadinya bencana kemanusian, kemiskinan strutural dan ketimpangan penguasaan di dalam kantong-kantong komunitas rakyat, lebih dahsyat lagi – dari ketimpangan tersebut telah memicu berbagai konflik sosial horizontal di lapisan masyarakat.Konspirasi dan komposisi penghancuran sumber daya alam Indonesia ini, juga telah mengakibatkan laju kerusakan hutan (deforestasi) mendekati 2 juta ha pertahun (FWI, 2001), pada tahun 2000 pulau jawa saja telah kehilangan 350 ribu ha hutan produksi akibat monopoli lahan dan ekstraktif logging. Bahkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi, 2001) meramalkan hutan Indonesia akan habis dalam lima tahun mendatang apabila tidak ada langkah political will yang dilakukan. Kamuflase Hijau Tidak semua negara di dunia ini bisa seberuntung Indonesia, dengan posisi geografisnya yang terletak di khatulistiwa, sehingga alamnya subur dan kaya, menyebabkan Indonesia dapat memiliki hutan yang sangat luas dengan keanekaragaman dan kekayaan ekosistemnya. Sayang sekali, negara yang mendapat julukan mega diodiversity ini, baru sadar ketika SDA-nya sudah diambang kehancuran. Walaupun kondisinnya demikian, semua sistem yang dikerahkan untuk menjawab tantangan lingkungan hidup, kemudian hanya merupakan agenda revisi yang mempertontonkan praktek pengelolaan sumberdaya alam masih penuh dengan penyimpangan.
Sejak krisis ekonomi melanda bangsa ini, perubahan-perubahan kearah pemenuhan basis produksi dan kedaulatan lingkungan di reduksi kedalam praktek ekonomi corporasi yang di back up oleh berbagai kebijakan yang mendukung privatisasi aset-aset alam. 
Orientasi politik lingkungan setelah diterpa berbagai bencana structuraral ini, hanya menjadi sebuah artificial. Rancangan dan revisi berbagai undang-undang seperti RUU perkebunan, RRU air, dan RUU yang terkait dengan masa depan ekologi Indonesia, belumlah memperlihatkan sebuah upaya yang sangat radikal untuk menempatkan sumberdaya alam secara egaliter yang posisinnya berdiri sebagai subyek penunjang kehidupan  Ketimpangan dan Ekologi Ketimpangan yang terjadi di negara makmur seperti Indonesia tidak-lah disebabkan oleh kurangnya ketersedian aset alam, melaikan didasarai oleh kekeliruan penataan sumberdaya alam pada titik masalah sebagi berikut; (I) memperlakukan ekologi secara tidak adil dalam proses produksi; (ii) sumber daya alam dipandang sebagai komuditas ekonomi yang harus ditaklukan; (iii) orientasi pembangunan yang merubah kulitas hidup (quality of life) yang imbang menjadi standar hidup (standart of life) yang tinggi.  Kenyataan tersebut begitu mempengaruhi terjadinnya proses perubahan heterogenitas tata alamiah ekologi kesuatu model pemaksaan lingkungan yang homogenistis, dan mengakibatkan hilangnnya fungsai sosial, ekonomi dan ekologis yang melekat pada pluralitas lingkungan. Dengan menyisihkan fungsi simultan tersebut juga berimplikasi pada; pertama: hilangnnya fungsi ekologi sebagai fungsi sosial dan fungsi keragaman hayati, kedua: marjinalisasi dan penyingkiran akses rakyat terhadap sumberdaya alam sebagai basis dasar sumber-sumber penghidupan, ketiga : hancurnnya fungsi integral komunitas yang terkait dengan fungsi budaya ramah lingkungan 

Trasformasi Lingkungan.

Bagi politisi, gagasan penggunaan sumberdaya alam yang destruktif dapat menghancurkan ekosistim alam, sering tidak dapat di pahami. Apapun yang di teriakan oleh organisasi-organisasi gerakan lingkungan, maka politisi dan tehnokrat lebih suka menolak pembicaraan yang dianggap menghabat pertumbuhan ekonomi bahkan kritik tersebut sering kali dituduh sebagai gerakan menghambat pembangunan.Tukar pikir mengenai alternatif-alternatif penyelesaian krisis ekologi, memang bukalah pekerjaan mudah. Trasformasi lingkungan adalah sesuatu hal yang harus melibatkan banyak gerakan politik yang mengarahkan tuntutannya pada kemauan politik negara untuk mempercayai bahwa kerusakan lstruktur ekologi disebabkan oleh lemahnya kebijakan politik lingkungan Hal yang terpenting dalam penyelesaian dan pemulihan untuk mendapatkan situasi politik dan ekonomi yang memberikan keberlanjutan yang seimbang, diperlukan percepatan yang tidak mereduksi proses penyelesaian degradasi lingkungan dengan pendekatan yang konservasionis, dimana pemulihan ekologi semata-mata hanya dilihat sebagai bencana alam yang harus diselesaikan melalui program reboisasi, akan tetapi melihat persoalanya kedalam konteks yang lebih structural, dimana proses pemulihan lingkungan harus didekati melalui; (I) kemaun politik; (ii) daya ketegasan dan penegakan hukum (iii) perubahan dasar paradikma politik lingkungan; (iv) mengakui posisi komunitas local sebagai subyek yang memilki kearifan dalam proses pengelolan sumberdaya alam. 
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                 ”POHON “ POLITIK LINGKUNGAN








 1.RUANG LINGKUP, PUSAT PERHATIAN ,DAN KETERKAITAN


KAJIAN POLITIK LINGKUNGAN DENGAN ILMU-ILMU LAIN (NEGARA, ,HUKUM, EKONOMI, SOSIOLOGI, BUDAYA, AGAMA, 








 2.TEORI, KONSEP ,PARADIGMA DAN APLIKASI ILMU POLITIK LINGKUNGAN ( SDA/EXTRATIVE, SUSTAINABLE DEVELOPMENT,MDGs, AGENDA21,POVERTY -  WISDOM POLICY,DEMOKRASI, PARTISIPASI, HAM











4.PERAN DAN FUNGSI KONTROL INSTITUSI  POLITIK LINGKUNGAN


(ORMAS,ORPOL,ORNOP, LEGISLATIF)





3.NORMA DAN ETIKA POLITIK LINGKUNGAN


(THEOLOGI,EDUKASI,BUDAYA, ADAT ISTIADAT)





5.KEBIJAKAN POLITIK DAN REGULASI LINGKUNGAN (GLOBAL, REGIONAL,LOKAL)


Good Env.Gov (GEG)


Good Corporate Gov(GEG)














6 . ISU-ISU DAN   PENDEKATAN ANALISA POLITIK LINGKUNGAN





PERENCANAAN, PERUMUSAN DAN EKSEKUSI, DAN IMPLIKASI  KEBIJAKAN PEMBANGUNAN


(Politik Konservasi, Politik Pertnahan, Politik Tata Ruang, Politik pertambangan, Pertanian )


 Kemiskinan, Kesehatan, degradasi Lingkungan, pencemaran, Air Bersih dsb


Perundang2-an: revisi regulasi, penyusunan naskah kademik, RUU, Raperda


Konflik Lingkungan : Demonstrasi, Boikot, negosiasi, mediasi, arbitrasi, ADR


Platform Politik: HAK-HAK Rakyat atas Lingkungan Hidup, Hukum Lingkungan, Hukum Adat (social heritage) Pilkadal dsb

















SIS EKOLOGI DAN BENCANA PEMBANGUNAN








ORIENTASI KEBIJAKAN POLITIKLINGKUNGAN


 BERJANGKA





KEBIJAKAN PENGUSAAN SDA


(orla,orba,orsi)








 KINERJA DAN PRESKRIPSI  POLITIK LINGKUNGAN MENDATANG
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